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with a qualitative normative legal approach, examining relevant literature
and documents, such as books, journals, regulations, and articles discussing
communication aspects in law enforcement and corruption prevention Polriinvestigator communication; Law No. 20 of 2001;
efforts. The data analysis technique applied is descriptive qualitative ~ corruption crimes; corruption prevention strategy.
analysis. The findings of this study indicate that communication by Polri +*CORRESPONDENCE AUTHOR

investigators plays a crucial role in various stages of investigation, including

ensuring transparency, protecting the rights of suspects, and coordinating [/ cuanda4004233001@uinsu.ac.id

with reIate.zd agencies: Effective communication ca.n drive the achie\./ement DOI: https://doi.org/10.30743/mkd.v9i1.10562

of corruption prevention goals through the collection of accurate evidence,
strict supervision, and legal education and socialization to the public.
Furthermore, this study highlights the importance of enhancing the capacity
of law enforcement officers and internal oversight to prevent corruption
practices within the Polri institution. The results of this research are expected
to see the effectiveness of communication in the eradication and prevention
of corruption.
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PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu masalah utama yang menghambat kemajuan di Indonesia, baik di
sektor ekonomi, sosial, maupun politik. Praktik korupsi tidak hanya berdampak negatif pada
perekonomian negara, tetapi juga merusak sistem moral, hukum, dan kepercayaan masyarakat
terhadap institusi pemerintahan (Sosiawan, 2020). Berdasarkan temuan Nova Indra Pratama, korupsi
telah merambah hampir semua sektor, mulai dari pemerintahan, dunia usaha, hingga legislatif dan
eksekutif. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan pendekatan
menyeluruh yang mencakup pencegahan serta penegakan hukum yang tegas (Ramadhan, 2017).

Pencegahan korupsi melibatkan dua strategi utama yang saling berkaitan: upaya preventif dan
represif. Menurut Pratama (2021), tanpa pendekatan pencegahan yang efektif, upaya penanggulangan
korupsi secara represif tidak akan membuahkan hasil yang optimal. Penegakan hukum yang keras
memang penting, tetapi tidak cukup jika tidak dibarengi dengan langkah-langkah preventif sejak dini,
seperti meningkatkan kesadaran masyarakat, transparansi, serta pendidikan moral dan etika. Kedua
pendekatan ini harus dijalankan secara bersamaan untuk menciptakan hasil yang lebih maksimal
(Rasyid & Setiyono, 2022).

Menurut studi yang dilakukan oleh Rahino (2018), korupsi di Indonesia telah menjadi
kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang melibatkan banyak pihak, baik dari kalangan
pemerintahan maupun masyarakat. Praktik korupsi tidak hanya dilakukan oleh pegawai pemerintah,
namun juga melibatkan sektor swasta, pejabat negara, aparat penegak hukum, serta anggota legislatif.
Oleh karena itu, pemberantasan korupsi harus dilakukan secara serius dengan melibatkan seluruh
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elemen masyarakat, dukungan dari negara, serta profesionalisme aparat penegak hukum. Selain itu,
penting untuk terus menyempurnakan perangkat hukum, khususnya mengenai peran penyidik Polri
dalam penegakan hukum (Setiawan & Afita, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Harahap et al. (2022) juga menyoroti pentingnya komunikasi
yang efektif dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Temuan mereka menunjukkan bahwa komunikasi yang jelas
antara penyidik, saksi, tersangka, dan pihak terkait lainnya sangat mempengaruhi keberhasilan proses
penyidikan dan pengungkapan kasus korupsi. Untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan
dengan baik, komunikasi yang transparan dan akuntabel sangat penting agar tidak terjadi
penyimpangan dalam proses penyidikan (Kristian, 2020).

Namun, penyidik Polri menghadapi berbagai tantangan dalam melaksanakan tugasnya. Salah
satu kendala utama yang ditemukan dalam penelitian Harahap et al. (2022) adanya intervensi dari
pihak-pihak berpengaruh, baik dari dalam maupun luar kepolisian. Pejabat atau individu
berpengaruh sering mencoba mempengaruhi jalannya penyidikan untuk kepentingan pribadi atau
kelompok mereka. Tindakan semacam ini merusak integritas penyidik dan bisa menghambat proses
pemberantasan korupsi yang efektif (Aiman, 2024).

Penurunan integritas penyidik juga berkontribusi terhadap hasil penyidikan. Penelitian
menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan terhadap penyidik dan rendahnya ancaman pidana bagi
pelaku korupsi dapat mengurangi efek jera dari proses hukum (Ginting et al., 2023). Dalam hal ini,
penting untuk memperkuat integritas penyidik melalui pembinaan moral dan spiritual, serta
pengawasan yang lebih ketat terhadap kinerja mereka dalam menangani kasus korupsi. Penegakan
hukum yang efektif memerlukan penyidik yang tidak hanya ahli dalam hal teknis, tetapi juga memiliki
integritas yang tinggi dan mampu menghindari tekanan dari luar (Hasoloan et al., 2022).

Lebih lanjut, studi yang dilakukan oleh Valentina (2024) mengungkapkan bahwa upaya
pemberantasan korupsi harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Pendidikan dan penanaman
nilai kejujuran sejak dini dapat menjadi langkah preventif yang sangat penting dalam mengurangi
praktik korupsi di masa depan. Penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam
proses pengawasan dan pelaporan tindak pidana korupsi memiliki pengaruh besar terhadap
efektivitas pencegahan korupsi. Oleh karena itu, selain memperkuat komunikasi dan integritas
penyidik, peningkatan kesadaran masyarakat juga harus menjadi bagian integral dari strategi
pemberantasan korupsi (Pratama, 2021).

Transparansi dalam proses hukum juga menjadi hal yang sangat ditekankan. Dengan
meningkatkan transparansi dalam setiap tahapan penyidikan dan penanganan kasus korupsi,
masyarakat dapat melihat bahwa proses hukum berjalan secara adil dan tidak ada pihak yang
dilindungi (Manan, 2018). Ini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak
hukum serta mendukung upaya pencegahan korupsi. Penelitian ini juga menekankan bahwa
partisipasi aktif masyarakat, yang dimulai dengan pendidikan moral dan etika, adalah kunci dalam
menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi (Setiawan & Yensi, 2021).

Kesimpulannya, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih dalam tentang
peran komunikasi penyidik Polri dalam penerapan UU Tipikor dalam upaya pemberantasan korupsi.
Penelitian ini juga fokus pada tantangan yang dihadapi penyidik dalam menjalankan tugasnya, serta
pentingnya peningkatan integritas penyidik dan transparansi dalam proses penyidikan (Siagian et al.,
2024). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya
pemberantasan korupsi di Indonesia, dengan memperkuat komunikasi yang efektif, akuntabilitas,
serta pengawasan yang ketat terhadap aparat penegak hukum (Hiariej, 2019).
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METODE

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian kepustakaan (Moleong, 2019) yang berfokus pada kajian
literatur dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan peran komunikasi penyidik Polri dalam
implementasi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(UU Tipikor). Sumber utama data dalam penelitian ini berasal dari berbagai literatur relevan, seperti
buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta artikel yang membahas penerapan hukum,
aspek komunikasi dalam penegakan hukum, dan upaya pencegahan korupsi. Tujuan penelitian ini
adalah untuk memperdalam pemahaman mengenai peran komunikasi penyidik Polri dalam
mendukung pencegahan tindak pidana korupsi melalui penerapan UU Tipikor.

Setelah peneliti memperoleh data atau sumber, tahap berikutnya adalah verifikasi dengan
menyeleksi kembali sumber yang relevan dengan penelitian. Hal tersebut diperlukan guna
mempertajam analisis yang akan dijelaskan mengenai bagaimana peraturan UU No. 20 Tahun 2001
untuk Pencegahan Korupsi berdampak pada institusi polisi di Indonesia. analisis yang diperlukan
adalah bahwa citra polisi selama ini dianggap buruk oleh sebagian masyarakat, namun hal itu tidak
terlepas dengan adanya pihak polisi yang masih memegang teguh integritas dalam menjalankan
tugas. Banyak sumber penelitian terkait korupsi di Indonesia dominan kepada kajian lembaga Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berseberangan dengan institusi Polri karena adanya
ketidakcocokan. Dengan dibuatnya UU tersebut dan berbagai penelitian terkait, kedua institusi
menemukan jalan tengah yang bertujuan memberantas korupsi di Indonesia demi peningkatan
ekonomi dan juga memperbaiki citra di mata publik.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif
kualitatif deskriptif, Marzuki (2009) yang memfokuskan pada pengkajian terhadap norma hukum
yang berlaku, terutama UU Tipikor, serta praktik komunikasi yang dilakukan oleh penyidik Polri
dalam menjalankan tugasnya. Teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis deskriptif
kualitatif, yang dilakukan dengan cara menginterpretasi dan mengklasifikasikan literatur serta
dokumen yang relevan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang komunikasi penyidik
Polri dalam penegakan hukum korupsi. Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat
memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai efektivitas komunikasi dalam upaya
pencegahan korupsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengertian Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa latin corruption atau corruptus yang merupakan bahasa latin yang
lebih tua. Secara harfiah, arti kata korupsi adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran,
dapat disuap, tidak bermoral, serta penyimpangan dari kesucian. Dalam bahasa Indonesia, istilah
"korupsi” sering kali dipahami sebagai perbuatan yang mencerminkan kejahatan, keburukan,
ketidakjujuran, dan kebejatan moral (Pardosi & Primawardani, 2022). Korupsi mengacu pada perilaku
yang menyimpang dari norma dan etika yang seharusnya dijalankan dalam kehidupan sosial, politik,
dan ekonomi. Sebagai suatu tindakan yang tidak bermoral dan merugikan, korupsi sering kali
berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok (Rasyidi,
2020).

Menurut Putra & Linda (2022) Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau
jabatan yang dimiliki seseorang untuk memperoleh keuntungan pribadi, baik itu melalui suap, komisi
ilegal, atau bentuk penyimpangan lainnya. Secara umum, korupsi dapat dianggap sebagai bentuk
kejahatan yang sangat merugikan masyarakat dan negara, baik dari segi kuantitas maupun kualitas
(Mohas et al., 2022). Dari sisi kuantitas, semakin banyak tindak pidana korupsi yang terjadi, maka
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kesejahteraan masyarakat akan semakin menurun, karena dana yang seharusnya digunakan untuk
kepentingan umum justru disalahgunakan. Sementara itu, dari sisi kualitas, korupsi merusak nilai-
nilai moral dan etika dalam masyarakat, menjadikan perilaku yang tidak jujur dan menyimpang
menjadi hal yang biasa, serta berdampak pada penurunan kualitas kehidupan dan interaksi sosial
(Yanto et al., 2020).

Komunikasi penyidik Polri dalam pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2001

Dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi, komunikasi menjadi salah satu aspek yang
sangat penting, khususnya dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri. Penyidik
memiliki peran kunci dalam memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan
undang-undang, terutama yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Komunikasi penyidik Polri, dalam hal ini, mencakup interaksi
dengan berbagai pihak, mulai dari tersangka, saksi, hingga pihak yang terlibat langsung atau tidak
langsung dalam proses korupsi (Damanik et al., 2024). Proses komunikasi yang efektif sangat
berpengaruh dalam mengungkap fakta-fakta yang ada serta memastikan bahwa tidak ada proses
penyidikan yang terhambat atau gagal. Penyidik harus mampu mengelola komunikasi dengan hati-
hati agar tidak terjadi gangguan dalam penyidikan, apalagi jika melibatkan pihak-pihak yang memiliki
pengaruh atau kepentingan (Nur & Djabbar, 2019).

Salah satu bagian penting dari komunikasi penyidik adalah menjaga hubungan dengan para
saksi dan tersangka. Penyidik perlu memastikan bahwa setiap saksi yang dihadirkan dapat
memberikan informasi yang valid dan relevan, serta memastikan bahwa hak-hak tersangka tetap
dihormati sesuai dengan hukum yang berlaku. Komunikasi yang transparan dan terstruktur akan
membantu dalam mengumpulkan bukti-bukti yang kuat yang akan mendukung jalannya persidangan
(Rumate, 2023). Selain itu, dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi, penyidik juga
berkomunikasi dengan berbagai instansi atau lembaga yang memiliki kewenangan atau relevansi
dengan perkara tersebut, seperti lembaga Kejaksaan, KPK, atau bahkan instansi terkait lainnya.
Semua ini membutuhkan komunikasi yang jelas dan efektif agar proses hukum berjalan lancar dan
tidak terkendala oleh miskomunikasi atau kelalaian dalam koordinasi (Dwiyono, 2021). Secara
keseluruhan, komunikasi penyidik Polri sangat berperan dalam efektivitas penegakan hukum
terhadap tindak pidana korupsi. Penyidik harus terus meningkatkan keterampilan komunikasi
mereka, baik dalam konteks internal maupun eksternal, agar tidak ada kendala yang muncul yang
dapat merugikan proses hukum yang sedang berlangsung (Krisdayanti & Putri, 2023).

Menurut Hidayat (2019) menjelaskan bahwa komunikasi penyidik Polri dalam pelaksanaan UU
No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sangat krusial dalam proses
penyitaan aset terpidana untuk pengembalian kerugian negara. Penyidik harus berkomunikasi
dengan berbagai pihak, seperti lembaga keuangan dan instansi terkait, untuk menelusuri dan
membekukan aset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Selanjutnya, komunikasi yang jelas
dengan pihak yang menguasai aset diperlukan untuk memastikan penyitaan dilakukan dengan sah,
diikuti dengan perampasan aset oleh pengadilan, dan akhirnya pengelolaan aset yang disita. Proses
ini memerlukan koordinasi yang baik antara penyidik, jaksa, dan lembaga pengelola aset agar hasil
dari penyitaan dapat dimanfaatkan untuk mengembalikan kerugian negara dengan tepat dan sesuai
hukum yang berlaku.

Peran komunikasi penyidik Polri dalam penerapan UU No. 20 Tahun 2001

Peran komunikasi penyidik Polri sangat penting dalam penerapan Undang-Undang No. 20 Tahun
2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terutama dalam upaya pencegahan korupsi.
Dalam proses penyidikan, komunikasi yang efektif diperlukan untuk memastikan bahwa setiap
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tahapan, seperti penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan penahanan, dilakukan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. Penyidik perlu berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, baik dari
lembaga pemerintahan maupun masyarakat, agar proses penyidikan berjalan transparan dan adil.
Menurut (Dwiyono, 2021) Peran komunikasi penyidik Polri dalam penerapan Undang-Undang No. 20
Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sangat vital. Beberapa peran utama
komunikasi penyidik dalam konteks ini adalah:

d.

194

Koordinasi dengan Pihak Terkait

Penyidik harus menjalin komunikasi yang efektif dengan berbagai pihak terkait, seperti
lembaga keuangan, instansi pemerintahan, serta masyarakat, untuk mengumpulkan bukti dan
informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan (Tjoneng et al., 2020).

. Pengumpulan Keterangan Tersangka dan Saksi

Penyidik berperan dalam melakukan komunikasi langsung dengan tersangka dan saksi
untuk mendapatkan keterangan yang dapat mendukung proses penyidikan. Keterangan yang
diberikan harus diperoleh tanpa tekanan atau ancaman dan harus dicatat dengan akurat sesuai
dengan kata-kata yang digunakan oleh tersangka (Butarbutar et al., 2023).

Pengawasan Proses Penyidikan

Komunikasi yang baik antara penyidik, jaksa, dan pengadilan sangat penting untuk
memastikan bahwa penyidikan berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Penyidik
harus menyampaikan hasil penyidikan dengan jelas dan transparan, terutama mengenai bukti-
bukti yang ditemukan (Anugerah et al., 2024).

Melindungi Hak Tersangka

Penyidik berperan dalam memastikan bahwa hak-hak tersangka dihormati, termasuk hak
untuk mendapatkan bantuan hukum. Penyidik harus memastikan bahwa tidak ada pemaksaan
atau ancaman yang diberikan kepada tersangka, serta menjaga proses hukum tetap adil (Djabbar,

2019).
Penyampaian Informasi yang Tepat dan Akurat

Penyidik harus memastikan bahwa informasi yang diberikan kepada pihak lain (seperti
jaksa atau pengadilan) adalah tepat dan akurat. Komunikasi yang buruk atau kurang jelas dapat
menghambat kelancaran proses hukum dan merugikan pihak yang terlibat (Alfaisar et al., 2024).

Transparansi dalam Proses Hukum

Komunikasi penyidik juga berfungsi untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan
transparan, sehingga masyarakat dapat melihat bahwa penyidikan dilakukan sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku dan tanpa adanya penyalahgunaan wewenang (Fiter et al., 2024).

Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Melalui komunikasi yang efektif, penyidik dapat memberikan informasi kepada
masyarakat mengenai pentingnya melaporkan tindak pidana korupsi, serta mendorong
keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi.
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Menurut Megawati et al. (2024) peran komunikasi penyidik Polri dalam penerapan Undang-
Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sangat berpengaruh dalam
upaya pencegahan korupsi. Beberapa peran komunikasi penyidik dalam hal ini dapat dijelaskan
sebagai berikut:

a. Koordinasi dengan Institusi Lain

Penyidik Polri harus menjalin komunikasi yang efektif dengan berbagai institusi seperti
KPK, kejaksaan, dan instansi pemerintah lainnya. Hal ini penting agar tidak terjadi tumpang
tindih kewenangan dalam penanganan kasus korupsi, dan agar proses penyidikan berjalan lebih
efisien. Penyidik perlu memastikan bahwa informasi yang diberikan antara lembaga-lembaga ini
jelas dan dapat dipertanggungjawabkan (Siahaan et al., 2019).

b. Sosialisasi dan Edukasi Hukum kepada Masyarakat

Komunikasi juga berperan dalam menyebarkan pemahaman mengenai hukum korupsi
kepada masyarakat luas. Penyidik Polri memiliki peran dalam mengedukasi masyarakat tentang
pentingnya melaporkan tindak pidana korupsi dan bagaimana prosedur hukum yang berlaku.
Dengan meningkatkan pemahaman hukum di kalangan masyarakat, pencegahan korupsi dapat
lebih efektif tercapai (Herdani et al., 2022).

c¢. Pengumpulan dan Penyampaian Bukti yang Akurat

Penyidik bertugas mengumpulkan bukti-bukti yang sah untuk menyidik dan menuntut
pelaku korupsi. Komunikasi yang baik dalam hal pengumpulan informasi dan bukti menjadi
krusial. Penyidik harus dapat berkomunikasi dengan saksi, tersangka, dan berbagai pihak terkait
lainnya, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum yang berlaku, termasuk hak-hak
tersangka dan saksi (Triatmanto & Bawono, 2023).

d. Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum

Penyidik Polri juga berperan dalam meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum
melalui pelatihan dan komunikasi yang efektif. Dengan memberi pelatihan dan pemahaman yang
lebih mendalam tentang teknik penyelidikan dan penerapan hukum anti-korupsi, aparat penyidik
akan lebih siap dalam mengungkap tindak pidana korupsi. Komunikasi dalam bentuk pelatihan
ini dapat memperkenalkan metode baru, seperti penggunaan teknologi dalam mendalami aliran
dana yang terkait dengan kasus korupsi.

e. Pengawasan dan Penegakan Kode Etik

Komunikasi penyidik dalam internal Polri juga mencakup pengawasan terhadap perilaku
anggota kepolisian. Komunikasi yang transparan dan terbuka di dalam institusi Polri dapat
mencegah terjadinya praktik korupsi internal. Penyidik perlu memastikan bahwa setiap
pelanggaran terhadap kode etik aparat penegak hukum ditangani secara tegas dan jelas, guna
memberi efek jera dan meningkatkan integritas lembaga.

f. Pencegahan Melalui Penyuluhan dan Kampanye Publik

Melalui komunikasi yang efektif, penyidik Polri juga dapat terlibat dalam kampanye
pencegahan korupsi, baik melalui media sosial, seminar, atau diskusi publik. Penyidik dapat
memberikan informasi mengenai dampak buruk korupsi dan bagaimana masyarakat dapat
berperan aktif dalam pencegahannya.
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Secara keseluruhan, peran komunikasi penyidik Polri dalam penerapan Undang-Undang
No. 20 Tahun 2001 sangat krusial dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana korupsi.
Melalui komunikasi yang efektif dan koordinasi dengan berbagai pihak, Polri dapat memastikan
bahwa penyidikan korupsi berlangsung dengan transparan, adil, dan efisien (Wahyuningrum et
al., 2020).

Tantangan yang dihadapi oleh penyidik Polri

Menurut Megawati et al. (2024) tantangan yang dihadapi oleh penyidik kepolisian dalam
melaksanakan komunikasi yang efektif dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana
korupsi sangat beragam dan melibatkan berbagai faktor. Berikut adalah beberapa tantangan utama
yang dihadapi dalam konteks ini:

a. Kompleksitas Kasus Korupsi

Kasus korupsi seringkali melibatkan banyak pihak dan informasi yang sangat teknis. Hal
ini membuat penyidik harus berkomunikasi secara cermat dan terperinci, baik di dalam tim
mereka sendiri maupun dengan instansi lain seperti kejaksaan dan KPK. Seringkali, adanya
tumpang tindih kewenangan antara lembaga-lembaga ini mengarah pada kebingungan dan
potensi benturan dalam pengumpulan informasi dan penyusunan strategi penyidikan. Penyidik
perlu memiliki kemampuan komunikasi yang baik agar dapat bekerja sama dengan instansi
terkait secara efisien dan menghindari miskomunikasi yang dapat menghambat proses hukum.

b. Faktor Perundang-Undangan yang Tidak Jelas

Peraturan perundang-undangan yang kurang jelas atau tumpang tindih sering kali
mempersulit penyidik dalam menjalankan tugasnya. Misalnya, dalam hal kewenangan penyidikan
antara kepolisian, kejaksaan, dan KPK, sering terjadi ketidakjelasan mengenai siapa yang berhak
menangani kasus tertentu. Penyidik harus mampu berkomunikasi dengan baik untuk
menyelesaikan kebingungan hukum ini, namun kendala perundang-undangan ini seringkali
menghambat alur komunikasi yang lancar antar lembaga hukum.

c. Koordinasi yang Lemah antar Lembaga Penegak Hukum

Koordinasi yang buruk antara lembaga penegak hukum bisa menjadi hambatan besar
dalam penyidikan korupsi. Ketika komunikasi antar lembaga tidak berjalan lancar, informasi yang
vital dalam penyidikan bisa terhambat atau bahkan terlambat diterima oleh pihak yang
membutuhkan. Penyidik, dalam hal ini, harus aktif berkomunikasi dan menjaga hubungan yang
baik dengan lembaga-lembaga lain agar proses penyidikan dapat berjalan dengan lancar.

d. Ketidakpercayaan Masyarakat

Dalam penanganan kasus korupsi, peran masyarakat sangat penting, terutama dalam
memberikan informasi yang diperlukan untuk penyidikan. Namun, ketidakpercayaan masyarakat
terhadap aparat penegak hukum bisa menjadi tantangan besar. Banyak masyarakat yang takut
untuk memberikan informasi karena khawatir akan adanya ancaman atau merasa bahwa sistem
hukum tidak akan melindungi mereka. Penyidik perlu membangun kepercayaan masyarakat
dengan cara berkomunikasi secara transparan, menjaga kerahasiaan informasi, dan menunjukkan
bahwa mereka dapat melindungi pihak yang memberikan informasi.

Secara keseluruhan, penyidik Polri dihadapkan pada tantangan besar dalam melaksanakan
komunikasi yang efektif, baik di dalam lembaga mereka sendiri maupun dalam berkoordinasi dengan
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lembaga lain dan masyarakat. Untuk mengatasi hal ini, perlu ada peningkatan dalam aspek pelatihan
komunikasi, perbaikan koordinasi antar lembaga, serta upaya untuk membangun kembali
kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum (Habibi, 2020).

Menurut Harahap et al. (2022) tantangan yang dihadapi oleh penyidik Polri dalam
melaksanakan komunikasi yang efektif dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana
korupsi sangat kompleks. Salah satunya adalah adanya kendala dalam menyampaikan informasi yang
jelas dan transparan kepada publik serta antar lembaga penegak hukum. Ketidakjelasan komunikasi
antara institusi, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK, seringkali menghambat koordinasi dan
menyebabkan tumpang tindih kewenangan dalam penyidikan kasus korupsi. Selain itu, kurangnya
kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum juga menjadi penghambat, di mana banyak
individu enggan memberikan informasi atau bekerja sama karena takut akan ancaman atau merasa
tidak yakin dengan integritas pihak berwenang. Hambatan ini diperburuk oleh ancaman pidana yang
masih terbilang ringan dalam beberapa kasus korupsi, sehingga tidak cukup memberikan efek jera
bagi pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa penyidik harus menghadapi banyak rintangan dalam
menjaga komunikasi yang efektif guna memastikan kelancaran proses hukum yang adil dan
transparan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa komunikasi penyidik Polri memainkan peran
yang sangat vital dalam penerapan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi. Proses penyidikan yang efektif sangat bergantung pada kemampuan penyidik
dalam berkomunikasi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam proses hukum, termasuk tersangka,
saksi, dan lembaga terkait. Komunikasi yang jelas dan terkoordinasi dengan baik tidak hanya
mempermudah pengumpulan bukti, tetapi juga memperlancar seluruh proses hukum, dari
penyidikan hingga eksekusi hukum terhadap pelaku korupsi.

Tantangan yang dihadapi oleh penyidik Polri dalam melaksanakan komunikasi yang efektif
sangat beragam. Di antaranya adalah kompleksitas kasus korupsi yang sering melibatkan banyak
pihak dan informasi teknis, serta potensi tumpang tindih kewenangan antara berbagai lembaga
penegak hukum, seperti KPK dan kejaksaan. Selain itu, faktor eksternal seperti pengaruh politik,
ketidaktransparanan dalam beberapa proses, dan kekurangan kapasitas aparat penegak hukum juga
menjadi tantangan besar dalam memastikan komunikasi yang efektif.

Secara keseluruhan, keberhasilan pemberantasan korupsi sangat dipengaruhi oleh kualitas
komunikasi penyidik Polri yang dapat memastikan proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip
keadilan, transparansi, dan efisiensi. Namun, tindakan korupsi tentu tidak bisa dihilangkan secara
utuh karena kesempatan selalu ada. Maka dari itu, pemberlakuan hukum bisa bersifat relatif dan
berubah-ubah tergantung kebutuhan di masa yang akan datang dengan setiap kasus yang berbeda-
beda. Para akademisi diharapkan mampu menganalisis kembali bagaimana bentuk tindakan korupsi
dengan motif yang berbeda, karena semakin efektif hukum yang berlaku, maka kejahatan juga akan
berubah jauh lebih kompleks.
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